BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Analisis Hukum yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan

beberapa pendapat dan rekomendasi hukum yang kiranya dapat membantu Saudari

Yuliana Loru dan Debora Paila, sebagai berikut.

A. Pendapat Hukum

1.

Bahwa perkawinan antara Bapak Yakup Bulu dengan lbu Stefani Dedo
sah menurut hukum adat suku Loura.

Bahwa perkawinan antara Bapak Yakup Bulu dengan Ibu Stefani Dedo
sah menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Bahwa Yuliana loru dan Debora Paila tidak berhak sebagai ahli waris.
Bahwa Yuliana Loru dan Debora Paila dapat melakukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Sumba Barat.

Bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dapat dijadikan
landasan hukum agar Yuliana Loru dan Debora Paila memperoleh hak
yang sama atas harta warisan orang tua yang sudah meninggal dunia.
Bahwa kepolisian tidak berwenang umtuk menyelesaiakan perkara warisa

adat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pendapat hukum yang telah diuraikan oleh penulis,

menurut penulis sebaiknya saudari Yuliana Loru dan Debora Paila perlu
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melakukan mediasi secara kekeluargaan dan bersama tetua adat dengan
didampingi pihak kepolisian demi mendapatkan hasil yang diinginkan oleh
kedua belah pihak. Dalam hal ini hukum BW tidak berlaku karena masyarakat
hukum adat hanya tunduk pada hukum waris adat. Secara hak Yuliana Loru
dan Debora Paila dapat melanjutkan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri karena Yuliana Loru dan Debora Paila merupakan anak sah dari Yakup
Bulu dan Stefani Dedo serta berhak atas harta warisan dari kedua orang tuanya
namun penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of
Discrimination Againts Women) menjadi tidak berlaku dan dikembalikan lagi

ke hukum adat yang sudah dianggap baik oleh masyarakat setempat.
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